
WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
Nomor : 38. Tahun 2021

TENTANG

TATA CARA PEREKAMAN TRANSAKSI USAHA, PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
SECARA ELEKTRONIK DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

DAERAH SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI E-SPTPD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pajak daerah dan
meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak
terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan
pajak daerah (self assessment), perlu adanya sistem
perekaman dan pelaporan data transaksi usaha Wajib
Pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi
informasi,

b. bahwa perekaman dan pelaporan data transaksi usaha
sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan melalui
alat perekaman transaksi secara elektronik dan
pelaporan secara online melalui aplikasi e-SPTPD,

c. bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Kepala Daerah memiliki kewenangan
untuk menetapkan tata cara pembayaran pajak dalam
Peraturan Kepala Daerah,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata
Cara Perekaman Transkasi Usaha, Pembayaran
Pajak Daerah Secara Elektronik dan Penyampaian
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara Online
melalui Aplikasi E-SPTPD,



Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179),

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781),

5.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PEREKAMAN TRANSAKSI USAHA, PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH SECARA ELEKTRONIK DAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH SECARA
ONLINE MELALUI APLIKASI E-SPTPD.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.



2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota

Payakumbuh.
3. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah

Kota Payakumbuh.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah.

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan

oleh hotel.

7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran.

8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

0. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang

diperoleh dari sumber lain.

10.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan,
baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi

untuk dimanfaatkan.
|

11.Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat

parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.

12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan Daerah.

13.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
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kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak.

14.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16.Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras

dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam,

memproses, dan mengirimkan data ke server pemerintah
daerah.

17.Aplikasi E- SPTPD adalah aplikasi berbasis web yang dapat

digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan transaksi

penerimaan secara online.

18.Anjungan Mandiri E-SPTPD adalah sebuah alat elektronik

yang disediakan oleh Badang Keuangan Daerah di tempat

pelayanan pajak daerah yang berguna untuk mempermudah

Wajib Pajak menggunakan Aplikasi E-SPTPD.
19.Sistem Informasi Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat

dengan SIMPAD adalah sistem informasi berbasis web yang

digunakan untuk menginput, mengolah, memproses,

menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan

informasi perpajakan daerah.

20.Data transaksi usaha selanjutnya disebut data transaksi

pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen

transaki yang berkaitan dengan pembayaran pajak daerah

yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan

subjek pajak kepada Wajib Pajak.

21.Pembayaran Online adalah pembayaran melalui sambungan

langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya



secara elektronik dengan data yang terintegrasi serta terkini

yang dilakukan melalui Badan Keuangan Daerah, Bank,
Badan/Lembaga Keuangan dan/atau Kantor Pos, termasuk
fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Elektronik Data

Capture, Mobile Banking System, Internet Banking, E-
Commerce dan fasilitas lain yang disediakan oleh Bank.

22.Tapping Box merupakan sebuah alat/perangkat keras

monitoring transaksi usaha secara online yang terhubung
dengan mesin/aplikasi/sistem kasir di Wajib Pajak untuk
merekam setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha.

23.E-Commerce adalah aktivitas penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan
transaksi bisnis.

24.Data Transaksi Usaha adalah data/dokumen yang memuat

jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dari

subjek pajak/konsumen kepada Wajib Pajak/Pengusaha yang
menjadi dasar pengenaan pajak.

25.Petugas Pelayanan adalah Pegawai pada Badan Keuangan
Daerah Kota Payakumbuh, yang ditunjuk oleh Kepala Badan
untuk memberikan pelayanan padaWajib Pajak.

26.Kode Bayar adalah nomor unik berupa angka numerik

sebanyak 14 angka yang tercantum pada SPTPD, dan
SSPD sebagai nomor panggil dalam media pembayaran

pajak daerah pada bank atau tempat yang ditunjuk.
27.Nomor Objek Pajak adalah nomor identifikasi objek pajak

bumi dan bangunan yang bersifat unik, standar dan

permanen.
28.Bukti Penerimaan Daerah adalah Dokumen yang

diterbitkan melalui Bank atas transaksi penerimaan
daerah dengan mencantumkan Nomor Tansaksi Bank

sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya
disamakan dengan SSPD.

29.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada

Wajib Pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri
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atau identitas Wajib Pajak daerah dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk
optimalisasi pajak daerah melalui perekaman data transaksi
usaha dan pembayaran pajak daerah secara elektronik dan
penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah secara online
dengan aplikasi e-SPTPD.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah:
a. meningkatkan kepatuhan dan kemudahan Wajib Pajak dalam

melaporkan omzet usaha secara cepat, akurat dan aktual,
mempermudah pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak,
meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah,
mengurangi potensi kebocoran pajak daerah, dan
meningkatkan transparansi dalam hal penerimaan Pajak
Daerah.

b.

d.
e.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Badan Keuangan Daerah berhak untuk:
a. memperoleh kemudahan akses sistem/aplikasi untuk

menginstall / memasang / menghubungkan alat perekam
data transaksi usaha pada tempat usaha outlet Wajib
Pajak,
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b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait
dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan
pajak yang akan di monitoring oleh sistem pada Badan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Cc. mengusulkan pencabutan hak Wajib Pajak yang terpasang
alat perekam data transaksi usaha termasuk melakukan
evaluasi atas izin usaha yang diterbitkan dan instansi
yang berwenang,

d. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib
Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem elektronik
pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-

SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak,



e. Melakukan pemblokiran username dan password login
Wajib Pajak untuk mengakses aplikasi e-SPTPD apabila
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan

melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik
yang disengaja atas karena kealpaan Wajib Pajak sehingga
terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat
dan/atau sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib
Pajak daerah secara elektronik.

f

(2) Wajib pajak berhak untuk:
a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi

usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan di bidang perpajakan daerah,

memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah
yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi
pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak
Daerah,

b.

memperoleh User ID dan password untuk dapat
mengakses aplikasi e-SPTPD,

mendapatkan pelayanan pendampingan cara pengisian
pelaporan transaksi usaha melalui aplikasi e-SPTPD
dari Petugas Pelayanan,

d.

memperoleh jaminan pemasangan /penyambungan/
penempatan alat perekam data transaksi tidak
menganggu perangkat dan sistem yang sudah ada,

e.

mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak
atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan
karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak, dan

f

memperoleh kartu nomor pokok Wajib Pajak daerah
(NPWPD).

g

Pasal 5

(1) Badan Keuangan Daerah berkewajiban untuk:
a. melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat

perekam data transaksi usaha kepada Wajib Pajak,

melaksanakan survei terhadap tempat usaha Wajib Pajak
sebelum dilaksanakan pemasangan alat perekam data
transaksi usaha,

b.



Cc. memberikan jaminan kerahasiaan setiap data transaksi
pembayaran pajak daerah dari setiap Wajib Pajak:

d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya
perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang
dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem
elektronik, dan

e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak
Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem
perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan
tidak berfungsinya sistem elektronik pelaporan transaksi.

(2) Wajib Pajak berkewajiban untuk:
a. menyampaikan data transaksi usaha secara elektronik

dalam bentuk SPTPD melalui aplikasi e-SPTPD,

b. memasukkan/menginput data setiap transaksi
pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek
pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

c. melaporkan ke Badan Keuangan Daerah melalui SMS
Center Pajak Daerah ke Nomor 08116604600, jika Wajib
Pajak tidak dapat mengkases aplikasi e-SPTPD,

d. memberikan informasi mengenai perangkat, sistem
informasi, dan jaringan data transaksi pembayaran yang
dimiliki Wajib Pajak, meliputi merk/type, dan jumlah
informasi lainnya,

e. memberikan kemudahan kepada Badan Keuangan Daerah
dalam melaksanakan sistem perekaman online seperti
menginstal / memasang / menghubungkan perangkat
dan sistem pelaporan secara online di tempat usaha Wajib
Pajak,

f. menyimpan bukti transaksi pembayaran yang dilakukan
oleh Subjek Pajak selama 5 (lima) tahun,

g. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat
dan/atau sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh
Badan Keuangan Daerah,

h. mengembalikan perangkat dan/atau sistem kepada Badan
Keuangan Daerah apabila usaha tutup,



i. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada
Badan Keuangan Daerah apabila perangkat dan
atau/sistem mengalami kerusakan atau tidak
berfungsi/beroperasi, dan

ji. bagi Wajib Pajak baru atau Wajib Pajak yang akan
memperpanjang izin usaha, maka wajib membuat surat
pernyataan kesediaan untuk pemasangan perangkat
perekaman data transaksi usaha.

BAB III
PEREKAMAN TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu
Sasaran Wajib Pajak

Pasal 6

(1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal
3 huruf a dilaksanakan dengan menerapkan sistem

manajemen transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Wajib Pajak Hotel,
b. Wajib Pajak Restoran,
c. Wajib Pajak Hiburan, dan
d. Wajib Pajak Parkir,

Bagian Kedua
Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 7

(1) Badan Keuangan Daerah dapat melakukan pemasangan
perangkat perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak
secara online pada perangkat dan/atau sistem transaksi yang
dimiliki Wajib Pajak.

(2) Perangkat dan/atau sistem transaksi yang dimiliki Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem
informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran
atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan
hiburan serta penyelenggaraan parkir dari subyek pajak.

Bagian Ketiga
Perekaman Data Transaksi Usaha Secara Elektronik

Pasal 8

(1) Perekaman data transaksi usaha secara elektronik meliputi
data pembayaran atas:



a. Pajak Hotel meliputi:
l.

6.

Fasilitas penginapan berupa:

Hotel, wisma, motel, pesanggrahan, penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar
lebih dari 10 kamar pada satu lokasi atau beberapa
lokasi yang diusahakan,

Fasilitas penginapan berupa:
Telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan
cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya
yang disediakan atau dikelola oleh hotel,

Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau

pertemuan di hotel,

Fasilitas restoran, jasa boga/katering, kafe, dan

sejenisnya yang dinikmati oleh bukan tamu hotel,
4.

Fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotek, bar, pusat
kebugaran, salon kecantikan, spa, kolam renang, tenis
dan sejenisnya, dan

5.

Fasilitas parkir.

b. Pajak Restoran meliputi:
1.

2.
Penjualan makanan dan/atau minuman, dan
Servis charge / biaya layanan,

c. Pajak Hiburan meliputi:
1.
2.

3.
4.

Room charge/biaya ruangan,
Harga tanda masuk / karcis / tiket masuk / coin/
minimum charge / cover charge / first drink charge dan

sejenisnya,
Membership/kartu anggota dan sejenisnya, dan
Service charge/biaya layanan,

d. Pajak Parkir meliputi,
1.

2.
3.

Tiket parkir pada pintu masuk atau keluar,
Karcis berlangganan (member), dan
Persewaan pengelolaan tempat parkir,

(2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh

Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat
Berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



(3) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk
keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.

(4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan
atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek
dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan
jenis pajak.

(5) Perubahan data sistem transaksi usaha secara online hanya
dapat dilakukan atas persetujuan Badan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Pemasangan Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 9

(1) Badan Keuangan Daerah melakukan sosialisasi terkait
dengan pemasangan alat perekam data transaksi usaha
kepadaWajib Pajak.

(2) Pengadaan barang dan pengadaan alat perekam data
transaksi usaha menjadi kewajiban Bank Pembangunan
Daerah dalam hal ini Bank Nagari dalam pelaksanaan
pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi
usaha Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang-undangan.

(3) Alat perekam data transaksi usaha yang digunakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perangkat
tapping box berupa:
a. perangkat elektronik alat rekam data transaksi usaha

(tapping box) dengan fungsi printer data capture, server
data capture, dan/atau sharing folder,

b. perangkat elektronik mini komputer dan aplikasi
administrasi manajemen perhotelan, atau

C. perangkat elektronik aplikasi kasir portabel berbasis
android yang dapat mencetak bon penjualan (bill).

(4) Sebelum dilakukan pemasangan perangkat dan sistem
informasi, Badan Keuangan Daerah melakukan survey
terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi
pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara
elektronik.



(5)

(6)

(7)

Badan Keuangan Daerah dapat menyediakan alat perekam
data transaksi usaha dan/atau sistem bagi Wajib Pajak yang
belum memiliki perangkat secara elektronik.

Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan/atau
sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka
pelaksanaan perekaman data transaksi usaha secara
elektronik dilakukan pada perangkat dan sistem informasi
yang ada ditempat / outlet di daerah.

Perangkat dan/atau sistem yang dipasang di lokasi usaha
Wajib Pajak tanpa mengganggu/merusak kinerja sistem
pencatatan/pelaporan transaksi usaha yang dimiliki Wajib
Pajak.

Bagian Kelima
Penambahan/Pengurangan, Penghentian, dan Pencabutan alat perekam dan/atau

(1)

(3)

sistem transaksi usaha secara elektronik
Pasal 10

Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem perekaman
transaksi usaha secara elektronik, dapat mengajukan
permohonan tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah
untuk menambah/mengurangi perangkat dan/atau sistem
informasi transaksi perekaman secara elektronik.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan
atau pengurangan perangkat dan/atau sistem data transaksi
perekaman dioperasikan oleh Wajib Pajak.

(2)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Badan Keuangan Daerah dapat
memberikan persetujuan, dengan ketentuan :

a. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap
perangkat dan sistem yang dimohonkan,

b. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun
berkenaan,

Cc. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun
berkenaan, maka Badan Keuangan Daerah dapat
melaksanakan sistem perekaman secara online melalui
perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya,
dan

d. wajib Pajak yang melakukan pengurangan perangkat
sistem perekaman secara online wajib mengembalikan
kepada Badan Keuangan Daerah,



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan
perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan
informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah
memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis
penghentian penggunaan sistem perekaman data transaksi
usaha secara elektronik kepada Badan Keuangan Daerah,
apabila:
a. berhenti/dihentikannya usaha, atau
b. pengalihan pengelolaan usaha.

Permohonan penghentian penggunaan sistem perekaman
transaksi usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukaan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan
sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.

Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian
usaha Wajib Pajak disebabkan keadaan memaksa (Force
Majeur).

Keadaan memaksa (force majeur) sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan adalah keadaan yang terjadi di luar
kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat
dilaksanakannya Sistem Informasi Manajemen Perekaman
Data transaksi usaha Wajib pajak secara elektronik.

Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau

mengganti perangkat transaksi perekaman data transaksi
usaha sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat
terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya
pengalihan pengelolaan usaha.

BAB IV
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak daerah

dengan sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik.

Pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)

meliputi seluruh jenis pajak daerah.

Pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:



(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

(3)

a. Setoran Tunai melalui Teller Banks:
b. Transfer, dan/atau
Cc. Fasilitas elektronik lainnya yang disediakan oleh Bank

Persepsi antara lain: Agen Bank, Mobile/ Phone Banking,
Car Banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet
Banking, ORIS/Barcode, Tapping, Electronic Data Capture
(EDC), Cash Management System (CMS), e-Commerce, dan
transaksi berbasis elektronik lainnya.

'P

Pembayaran pajak daerah melalui e-Commerce sebagaimana
dimaksud ayat (3) huruf c dikenakan tambahan biaya
administrasi oleh penyedia jasa pembayaran.

Pembayaran pajak daerah secara elektronik dengan
menggunakan nomor bayar yang diproses secara default oleh
SIMPAD.

Pembayaran Pajak Daerah khusus pajak bumi dan bangunan
adalah menggunakan Nomor Objek Pajak (NOP) sebagai
nomor bayar.

Pasal 13

Atas pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud Pasal
12 ayat (2), Wajib Pajak menerima bukti penerimaan daerah
sebagai bukti setoran.

Bukti penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan dalam bentuk:
a. SSPD untuk pembayaran pajak daerah melalui Teller

Bank,
b. slip setoran dan/atau bukti transfer untuk pembayaran

pajak daerah melalui mekanisme transfer,
c. struk bukti transaksi untuk pembayaran pajak daerah

melalui ATM dan EDC, dan
d. dokumen elektronik untuk pembayaran pajak daerah

melalui Internet Banking, Cash Management System (CMS),

ORIS/Barcode, dan fasilitas elektronik lainnya,

Bukti penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) termasuk cetakan, salinan, catatan pembayaran dan
fotocopynya dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran
Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

|



(4) Pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pasal 10
ayat (3) huruf b dan huruf c dinyatakan sah apabila telah
dibukukan pada kas daerah.

BAB V
REKONSILIASI

Pasal 14

Setiap pembayaran Pajak Daerah dilakukan rekonsiliasi antara
Badan Keuangan Daerah dengan Bank untuk menjamin validitas
dan akurasi data dengan cara melakukan:
a. rekonsiliasi penerimaan, dan
b. rekonsiliasi kas:

Pasal 15

(1) Rekonsiliasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a dilakukan dengan membandingkan data
penerimaan pajak daerah yang diterima oleh Bank dengan
data penerimaan pajak daerah yang tercatat pada SIMPAD.

(2) Rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf b dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang
dilimpahkan ke rekening kas daerah dengan kewajiban
pelimpahan oleh Bank berdasarkan transaksi penerimaan
pajak pada hari kerja berkenaan.

(3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan secara harian.

(4) Dalam hal pembayaran pajak daerah diluar jam kerja melalui
fasilitas elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (3) huruf c, maka rekonsiliasi penerimaan dilakukan
pada hari kerja berikutnya.

(S5) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

BAB VI
PENYAMPAIAN SPTPD SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI E-SPTPD

Pasal 16

(1) Walikota melalui Kepala Badan berwenang
mengintegrasikan data atau informasi yang dimiliki Badan
dengan data atau informasi yang dimiliki Wajib Pajak ke
dalam Jaringan Sistem Elektronik secara Online.



(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(8)

(4)

(1)

Pengintegrasian data atau informasi ke dalam jaringan
Sistem Elektronik secara online sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pelaporan transaksi usaha yang
dilakukan melalui aplikasi e-SPTPD dan Anjungan
Mandiri e-SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

Wajib Pajak Restoran,
Wajib Pajak Hotel,
Wajib Pajak Hiburan,
Wajib Pajak Parkir,
Wajib Pajak Penerangan Jalan,
Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,

a.
b.

d.
e.
f

Tata Cara Penyampaian SPTPD secara Online sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pelaporan Transaksi sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi
dasar pengenaan pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak.

Pasal 17

Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa objek pajak, maka
harus mengisi dan menyampaikan SPTPD secara online
untuk masing-masing objek pajak.

Penyampaian SPTPD melalui aplikasi E-SPTPD yang
dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak yang bertanggung
jawab, diakui secara sah sebagai SPTPD.

Bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu
menyampaikan SPTPD secara manual.

Bentuk dan format Lembar SPTPD tercantum dalam
lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Bagi Wajib Pajak yang tidak dapat melakukan penyampaian
SPTPD melalui aplikasi e-SPTPD secara online, dapat
dilakukan melalui Anjungan Mandiri e-SPTPD yang
tersedia pada Kantor Badan Keuangan Daerah, Kantor UPTD



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pajak Daerah atau tempat lainnya yang disediakan dengan
dibantu oleh Petugas Pelayanan.

Dalam hal terjadinya kegagalan akses yang mengakibatkan
tidak terintegrasinya pelaporan transaksi oleh Wajib Pajak
yang disebabkan tidak berfungsinya aplikasi e-SPTPD
sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), pelaporan
pajak dapat disampaikan secara langsung dengan
melakukan penyampaian SPTPD secara manual dan/atau
melalui email dengan alamat
bkd.pendapatangpayakumbuhkota.go.id.

Dalam hal pengisian aplikasi e-SPTPD terjadi kesalahan,
maka Wajib Pajak harus menyampaikan surat permohonan
perbaikan kepada Badan Keuangan Daerah, dan hanya
dapat diperbaiki oleh petugas admin yang ditunjuk oleh

Kepala Badan.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 19

Wajib Pajak dilarang:
a. merusak, membuat tidak berfungsi, tidak beroperasinya,

menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat, sistem
informasi dan jaringan perekaman data transaksi usaha
secara elektronik yang telah terpasang,

b. mengubah dan/atau memanipulasi data dan jaringan
Sistem perekaman transaksi usaha secara elektronik

dengan cara dan dalam bentuk apapun,

c. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan
atau disetujui oleh Badan Keuangan Daerah, dan

d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin
Badan Keuangan Daerah.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ayat (1),
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis dan/atau,
b. pencabutan izin usaha dan mengganti seluruhan

kerugian.

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis

pertama.



Diundangkan di Payakumbuh

(4)

(5)

(6)

Apabila dalam jangka waktu 7 (hari) setelah diberikan sanksi
teguran tertulis pertama, Wajib Pajak tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai
sanksi teguran tertulis kedua.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diberikan
sanksi teguran tertulis kedua, Wajib Pajak tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai
sanksi teguran tertulis ketiga.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diberikan
sanksi teguran tertulis ketiga, Wajib Pajak tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan
sanksi pencabutan izin usaha dan mengganti seluruh
kerugian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh,
pada tanggal 27 oktober Ie
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Is RIZA FALEPIA

pada tanggal dt Okkdow 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR 38
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LAMPIRANI
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR S8 TAHUN 201!

TENTANG TATA CARA PEREKAMAN
TRANSAKSI USAHA, PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH SECARA ELEKTRONIK DAN

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH SECARA ONLINE MELALUI
APLIKASI E-SPTPD

TATA CARA PENYAMPAIAN E-SPTPD SECARA ONLINE

1.1 TATA CARA PENYAMPAIAN E-SPTPD PAJAK HOTEL
A. USER

1. LOGIN

wr &. Hn PN Sa- 2. -
Mata ngakMAANPera

Tn 21.
1.
2
#

3

3
yana

.

Bete naa
-

- Masukkan Nomor NPWPD
- Kemu dian masukkan passwordnya
- Kemudian masukkan huruf Captcha
- Kemudian klik tombol “login”
- Jika login berhasil, maka akan muncul halaman awal

(beranda) system E-SPTPD seperti berikut:



2. MENU HOME
a. Untuk mengisi Laporan Pajak, bisa mengklik “klik disini”.

Lalu akan muncul Form Input Laporan Pajak.

Form Input Laporan Pajak Hotel

MOD ats n aa

Klik tombol “Home” yang terletak sebelah kiri, kemudian
klik submenu “ganti profil”, maka anda bisa mengupdate

b.

data setiap saat.
0.»
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3. MENU PELAPORAN
Di Menu “Pelaporan” terdapat 2 SubMenu yaitu “Cetak
SPTPD” dan “List SPTPD”.
Untuk mencetak SPTPD, bisa mengklik SubMenu “Cetak

a.

SPTPD”, lalu akan muncul tampilan seperti berikut:

Kemudian masukkan nomor SPTPD, lalu klik print.

t



- Untuk melihat List SPTPD, bisa mengklik SubMenu “List
SPTPD” dan pilih Pajak Hotel.

z

List Data SPTPD

1.2 TATA CARA PENYAMPAIAN E-SPTPD PAJAK RESTORAN
A. USER

1. LOGIN

KOTA PAYAKUMBUH
25
£
3
sz&

LOGW

Fi

Aa
Kana ui

- Masukkan Nomor NPWPD
- Kemudian masukkan passwordnya
- Kemudian masukkan huruf Captcha
- Kemudian klik tombol “login”

Jika login berhasil, maka akan muncul halaman awal (beranda)

system E-SPTPD seperti berikut:
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2. MENU HOME
a. Untuk mengisi Laporan Pajak, bisa mengklik “klik disini”.

Lalu akan muncul Form Input Laporan Pajak.

aa 2.

Aa enaparatuttrakortagata ar PP

Form Input Laporan Pajak

0 sprti

Tebapa Rasa

Klik
klik submenu “ganti profil”, maka

data setiap saat.
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tombol “Home” yang terletak sebelah kiri, kemudian
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Lalu akan muncul From Input Laporan Pajak

b.



3. MENU PELAPORAN
a. Di Menu “Pelaporan” terdapat 2 SubMenu yaitu “Cetak

SPTPD” dan “List SPTPD”.- Untuk mencetak SPTPD, bisa mengklik SubMenu “Cetak
SPTPD”, lalu akan muncul tampilan seperti berikut:

Cetak SPTPD Pajak Daerah

me PTPg

ARTA 2
NPAKA KOTA PA Ah ORITIM R13 0 Rape Remard

Kemudian masukkan nomor SPTPD, lalu klik print

- 2G

- Untuk melihat List SPTPD, bisa mengklik SubMenu “List
SPTPD” dan pilih Pajak Restoran.
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-
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1.3 TATA CARA PENYAMPAIAN E-SPTPD PAJAK HIBURAN
A. USER

1. LOGIN

KOTA PAYAKUMBUM

-—

Koe

- Masukkan Nomor NPWPD
- Kemudian masukkan passwordnya
- Kemudian masukkan huruf Captcha
- Kemudian klik tombol “login”

Jika login berhasil, maka akan muncul halaman awal (beranda)

system E-SPTPD seperti berikut:

P1
- - OP MEMAKANAP 2

Salamat Matang Di Aplikasi Pelaporan Palak
Menatap on

( - su, mo Maa

2. MENU HOME
a. Untuk mengisi Laporan Pajak, bisa mengklik “klik disini”.

s .
|

Ho
Mare va ten

Selamat Dateng Di Apukasi Pelaporan Pajak
Secara Online

Haian MA aa TE PN Ie IA rana 23, Kasau 2 |



Lalu akan muncul Form Input Laporan Pajak.

Form input Laporan Pajak Hiburan
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klik submenu “ganti profil”, maka anda bisa mengupdate
data setiap saat.

3. MENU PELAPORAN
a. Di Menu “Pelaporan” terdapat 2 SubMenu yaitu “Cetak

SPTPD” dan “List SPTPD”.
- Untuk mencetak SPTPD, bisa mengklik SubMenu “Cetak

SPTPD”, lalu akan muncul tampilan seperti berikut:

Cetak SETPO Pajak Daerah



Kemudian masukkan nomor SPTPD, lalu klik print.

- Untuk melihat List SPTPD, bisa mengklik SubMenu “List

SPTPD” dan pilih Pajak Hiburan.

14 TATA CARA PENYAMPAIAN E-SPTPD PAJAK PENERANGAN

JALAN
A. USER

1. LOGIN

na :

aa en ”ooMAuIN
- Masukkan Nomor NPWPD
- Kemudian masukkan passwordnya
- Kemudian masukkan huruf Captcha
- Kemudian klik tombol “login”

-



Jika login berhasil, maka akan muncul halaman awal (beranda)

system E-SPTPD seperti berikut:

ES

Satamat Datang Di Aplikasi Pelaporan Pajak

2. MENU HOME
a. Untuk mengisi Laporan Pajak, bisa mengklik “klik disini”.
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Lalu akan muncul Form Input Laporan Pajak.
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Form Input Laporan Pajak Park
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b. Klik tombol “Home” yang terletak sebelah kiri, kemudian

klik submenu “ganti profil”, maka anda bisa mengupdate

data setiap saat.
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3. MENU PELAPORAN
a. Di Menu “Pelaporan” terdapat 2 SubMenu yaitu “etak

SPTPD” dan “List SPTPD”.
- Untuk mencetak SPTPD, bisa mengklik SubMenu “Cetak

SPTPD”, lalu akan muncul tampilan seperti berikut:
Du
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Kemudian masukkan nomor SPTPD, lalu klik print

- Untuk melihat List SPTPD, bisa mengklik SubMenu “List

SPTPD” dan pilih Pajak Penerangan Jalan.

t



1.5 TATA CARA PENYAMPAIAN E-SPTPD PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN
A. USER

1. LOGIN

KOTA PAVAKUMBUM

MEN dm : .

- Masukkan Nomor NPWPD
- Kemudian masukkan passwordnya
- Kemudian masukkan huruf Captcha
- Kemudian klik tombol “login”

Jika login berhasil, maka akan muncul halaman awal (beranda)

system E-SPTPD seperti berikut:
NN
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2. MENU HOME
a. Untuk mengisi Laporan Pajak, bisa mengklik “klik disin?”.
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Lalu akan muncul Form Input Laporan Pajak.
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b. Klik tombol “Home” yang terletak sebelah kiri, kemudian
klik submenu “ganti profi?, maka anda bisa mengupdate
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data setiap saat.

3. MENU PELAPORAN
a. Di Menu “Pelaporan” terdapat 2 SubMenu yaitu “Cetak

SPTPD” dan “List SPTPD”.
- Untuk mencetak SPTPD, bisa mengklik SubMenu “Cetak

SPTPD”, lalu akan muncul tampilan seperti berikut:

(0



- Kemudian masukkan nomor SPTPD, lalu klik print.

SO aan San etananapaa
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- Untuk melihat List SPTPD, bisa mengklik SubMenu “List

SPTPD” dan pilih Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
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List Data SPTPD

1.6 TATA CARA PENYAMPAIAN E-SPTPD PAJAK PARKIR
A. USER

1. LOGIN
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- Masukkan Nomor NPWPD
- Kemudian masukkan passwordnya
- Kemudian masukkan huruf Captcha
- Kemudian klik tombol “login”



Jika login berhasil, maka akan muncul halaman awal (beranda)
system E-SPTPD seperti berikut:
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Selamat Datang Di Apkkasi Pelaporan PajakSecara Ontne

2. MENU HOME
a. Untuk mengisi Laporan Pajak, bisa mengklik “klik disini”.

Lalu akan muncul Form Input Laporan Pajak.

H

Form Input Laporan Pajak Parkir

LE abi Nan ru nd

b. Klik tombol “Home” yang terletak sebelah kiri, kemudian

klik submenu “ganti profil”, maka anda bisa mengupdate
data setiap saat.
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MN stasdsafat

MEAP ANA ARP AA “ANA AA AE

3. MENU PELAPORAN
a. Di Menu “Pelaporan” terdapat 2 SubMenu yaitu “Cetak

SPTPD” dan “List SPTPD”.



- Untuk mencetak SPTPD, bisa mengklik SubMenu “Cetak SPTPD”,
lalu akan muncul tampilan seperti berikut:

Letak SPTPD Pajak Dacran

-

Kemudian masukkan nomor SPTPD, lalu klik print.
er Uay

Ban 2 aa EA beregndanatis8 @ tanga tei- tata buto ai |
4 s0. x

- Untuk melihat List SPTPD, bisa mengklik SubMenu “List SPTPD”

dan pilih Pajak Parkir.

sS1 Data SPTPD

WALIKOTA PAYAKUMBUH,
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|
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LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 28 TAHUN #41

TENTANG TATA CARA PEREKAMAN
TRANSAKSI USAHA, PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK
DAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI E-
SPTPD

BENTUK DAN FORMAT LEMBAR SPTPD

a. Pajak Restoran

Payakumbuh,
WAJIB PAJAK / PENYETOR

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BADAN KEUANGAN DAERAH SPTPD

KOTA PAYAKUMBUH (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) No. Bayar
ji. VETERAN KANTOR BALAIKOTA PAJAK RESTORAN KX.KKXM.AX.KX.KMK

PAYAKUMBUH MASA PAJAK :

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH
NPWPD
NAMA WAJIB PAJAK
ALAMATWAJIB PAJAK
NOP
NAMA USAHA
ALAMAT USAHA

UNTUK PENGUSAHA RESTORAN

No Meja yang tersedia jumlah Kursi

MENGGUNAKAN MESIN KAS REGISTER Cr CU Tidar
MENGGUNAKAN BILL YANG DIPERFORASI jr K5 Tidak
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN / PENCATATAN pra P5) Tidak

B. JUMLAH PAJAK DAERAH YANG DILAPORKAN
Jumtah Pembayaran dan Pajak Terhutang Untuk Masa Pajak Sekarang
a. Masa Pajak :

b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.
€. Tarif Pajak : 19 “6

d. Pajak Terutangb xc) : Rp.
Dengan Huruf :

C. DATA PENDUKUNG

serarrtutasi PENERIMAAN Jen
1. Agar diisi data yang jelas , benar, dan tengkap , ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali ke Badan
Keuangan Daerah paling lambat 15 (ima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak

2. Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian SPTPD tidak dipenuhi , maka penetapan pajak dihitung secara
jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 254 (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah bunga sebesar 214 (dua persen) '

3. Demikianlah SPTPD ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran kami
bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang beriaku

o



b. Pajak Hotel

Payakumbuh,
WAJIB PAJAK / PENYETOR

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH SPTPDBADAN KEUANGAN DAERAH
No. BKOTA PAYAKUMBUH (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) o. Bayar

JL. VETERAN KANTOR BALAIKOTA PAJAK HOTEL KKADODKKXALKKKX

PAYAKUMBUH MASA PAJAK :

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH
NPWPD
NAMA WAHB PAJAK
ALAMAT WAJIB PAJAK
NOP

NAMA HOTEL
ALAMAT HOTEL

UNTUK PENGUSAHA HOTEL/PENGINAPAN/MOTEL/WISMA/HOMESTAY/GUESTHOUSE DLL

B. INFORMASI LAIN ATAS USAHAWAJIB PAJAK
4 MENGGUNAKAN MESIN KAS REGISTER (va (CT Tidak
“ MENGGUNAKAN BILL YANG DIPERFORASI (va CJ Tidak
“ MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN / PENCATATAN va Co) Tidak

C. JUMLAH PAJAK DAERAH YANG DILAPORKAN

URAIAN JUMLAH PAJAK DAERAH YANG S/D BULAN BULAN | S/D BULAN

DILAPORKAN LALU(Rp) INKRp) INKRp)
PENERIMAAN DARI KAMAR
PENERIMAAN DARI RESTORAN
PENERIMAAN DARI BAR
PENERIMAAN DARI KARAOKE
PENERIMAAN DARI KOLAM RENANG
PENERIMAAN DARI JASA LAUNDRY
PENERIMAAN DARI TELEPONE/FAX
PENERIMAAN DARI BUSINESS
CENTER/SEWA RUANGAN
PENERIMAAN DARI FITNES CENTER
PENERIMAAN DARI JASA TAXI

TOTAL PENERIMAAN II Rp

PAJAK TERUTANG (1096) DARI TOTAL PENERIMAAN Il Rp

Dengan Huruf :

E. DATA PENDUKUNG

Po ReKAprTutAsi PENERIMAAN MANA ET

1. Agar diisi data yang jelas , benar, dan lengkap , ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali ke Badan
Keuangan Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak

2, Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian SPTPD tidak dipenuhi , maka penetapan pajak dihitung secara
jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 254 (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah bunga sebesar 24 (dua persen)

3. Demikianlah SPTPD ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran kami
bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku



c. Pajak Hiburan

Payakumbuh,
WAJIB PAJAK/ PENYETOR

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BADAN KEUANGAN DAERAH SPTPD

KOTA PAYAKUMBUH (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) No. BayarJi. VETERAN KANTOR BALAIKOTA PAJAK HIBURAN KOLKKMKKK.AAKMAA

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH
NPWPD
NAMA WAJIB PAJAK

ALAMAT WAJIB PAJAK

NOP
NAMA USAHA

ALAMAT USAHA

UNTUK PENGUSAHA HIBURAN

CC pacetaran Kesenian,musik tai CC KoNtEs KecaNTikAn,BINARAGA DANE-Itonronan rim ATAU BUSANA SEJENISNYA
Do DISKOTEK,KARAOKE,KLAB MALAMC—pameran
DAN SEJENISNYA KI siRkus AKROBAT DAN SuLAp

CL Jpermainan CJ PAcUAN KUDA,KENDERAAN Do panri Pyat7rempaT
BILYAR,GOLE DAN BERMOTOR DAN PERMAINAN URUT,REFLEKSI,MANDI UAP/SPA DAN PUSAT
BOWLING KETANGKASAN KEBUGARAN

C—pertanoincan
OLAHRAGA

MENGGUNAKAN MESIN KAS REGISTER Ca CJ Tidak
MENGGUNAKAN BILL YANG DIPERFORASI Co va CC Tidak
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN / PENCATATAN Eva Co Tidak

B. JUMLAH PAJAK DAERAH YANG DILAPORKAN
jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang Untuk Masa Pajak Sekarang
a. Masa Pajak
b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima)
C. Tarif Pajak
d. Pajak Terutang (b x c)
Dengan Huruf :

: Rp.
: 10 &
: Rp.

C. DATA PENDUKUNG

Po REKAPITULASI PENERIMAAN Out
1, Agar diisi data yang jelas , benar, dan lengkap . ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali ke Badan
Keuangan Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak

2. Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian SPTPD tidak dipenuhi , maka penetapan pajak dihitung secara
jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25x (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah bunga sebesar 29 (dua persen)

3. Demiklaniah SPTPD Ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran kami
bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PAYAKUMBUH MASA PAJAK

Vi

D



d. Pajak Parkir

Payakumbuh,
WAJIB PAJAK / PENYETOR

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH s Pp T p DBADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) No. Bayar

JL VETERAN KANTOR BALAIKOTA PAJAK PARKIR XX.XKKX.XX.XX.MKKK
PAYAKUMBUH

Masa Pajak :

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH
NPWPD

Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
NOP
Nama Tempat/Usaha
Alamat Objek Pajak

B. KELAS/GOLONGAN DAN TARIF

No Jenis Kenderaan
Jenis Tarif

1 X PARKIR PARKIR NGINAP
1 RODA 4 Rp Rp

Fl RODA 2 Rp Rp
3 Rp Rp

C. JUMLAH PAJAK DAERAH YANG DILAPORKAN

URAIAN S/D BULAN LALURp) BULAN INKRp) S/D BULAN INKRp)
RODA 4
RODA 2
RODA 4 PARKIR NGINAP

ITOTAL PENERIMAAN Rp
IPAJAK TERUTANG 204 DARI TOTAL PENERIMAAN Rp
Ibengan Huruf :

D. DATA PENDUKUNG

Io rekaprtutasi Penerimaan

1. Agar diisi data yang jelas , benar, dan lengkap , ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali ke Badan Keuangan Daerah paling
lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak

2. Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian SPTPD tidak dipenuhi , maka penetapan pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25K (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 244 idua persen)

3, Demikianlah SPTPD Ini diisi dengan sebenarbenarnya dan apablia dikemudian hari terdapat ketidak benaran kami bersedia dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

mi



e. Pajak Penerangan Jalan

Payakumbuh,
WAJIB PAJAK/ PENYETOR

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH SPTPD
BADAN KEUANGAN DAERAH (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

No. BKOTA PAYAKUMBUH PAJAK PENERANGAN jALAN
0. Bayar

Ji. VETERAN KANTOR BALAIKOTA Masa Pajak : XX.KKKK.KX.MX.MKKK
PAYAKUMBUH

1. IDENTITAS WAJIB PAJAK
NPWPD

Nama Wajib Pajak
Alamat
NOP
Nama Tempat/usaha
Alamat

H. DIISI OLEH WAJIB PAJAK
Klasifikasi Usaha :

Pembayaran Biaya : Rp.
Dasar Pengenaan Pajak (OPP) : Rp.
Pajak Terutang (10 & x DPP) 1 Rp.
Pajak Kurang atau Lebih Bayar 1 Rp.
Sanksi Administrasi 1 Rp.
Jurntah Pajak yang Dibayar : Rp,
Data Pendukung : Lampiran ")

L Surat Setoran Pajak Daerah : Ada/Tidak Ada
H. Rekapitulasi Hasil Usaha : Ada/Tidak Ada
Hi Jumlah Harian : Ada/Tidak Ada
iv. : Ada/Tidak Ada

1, Agar diisi data yang jelas , benar, dan lengkap , ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali ke Badan Keuangan Daerah paling
lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak

2. Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian SPTPD tidak dipenuhi , maka penetapan pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan
sanksi adrninistratif berupa kenaikan sebesar 254 (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 29 (dua persen)

3. Demikianlah SPTPD ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran kami bersedia dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

o



f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Payakumbuh,
WAJIB PAJAK / PENYETOR

WALIKOTA PAYAKUMBUH,
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PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

BADAN KEUANGAN DAERAH SPTPD
KOTA PAYAKUMBUH (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) No. Bayar

JL. VETERAN KANTOR BALAIKOTA | pajAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KALNOOOLKX.MK.NKA
PAYAKUMBUH MASA PAJAK :

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH
NPWPD
NAMA WAJIB PAJAK

ALAMATWAJIB PAJAK

NOP

NAMA PEKERJAAN

ALAMAT PEKERJAAN

DASAR PENGENAAN PAJAK

Imo janis Objek Volume / m3 Jjumiah Pajak

|

1

B. JUMLAH PAJAK DAERAH YANG DILAPORKAN

Jumiah Pembayaran dan Pajak Terhutang Untuk Masa Pajak Sekarang
a. Masa Pajak
b. Pajak Terutang (bxc) : Rp.
Dengan Huruf :

1. Agar diisi data yang jelas , benar, dan lengkap , ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali ke Badan
Keuangan Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak

2. Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian SPTPD tidak dipenuhi , maka penetapan pajak dihitung secara
jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 254 (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah bunga sebesar 246 (dua persen)

3. Demikianlah SPTPD ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran kami
bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
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